PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

hahwa dengan berlakunys Unoang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah din Relribusi Daerah maka Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah periu disesuaikan,

 bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana huruf a dialas,

peru menetetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten/Kola di Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (diundanakan pada tanggal 8 Agustus 1950},

_ Undang-Undang Nomor 5 lahun 1960 lentang Peraluran Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043),

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dani Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (L.embaran Negara Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2815),

_ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4189);

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286),

_ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tenlang Sumber Daya Anr

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 4377},

_ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan

Negara (Lembaran MNegara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355),

_ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teqtang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
{Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
MNegara Nomaor 4844},



9. Undang-Undang Nomor 33 lahun 2004 leniang Penimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Mamaor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tenlang Jalan (Lembaran
Megara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lombaran Negaia
Nomor 4444),

11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tenlang Kepariwisalaan
{Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Megara Nomor A966);

12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lentang Lalu Limtas dan
Angkutan Jalan (Lembaran MNegara Tahun 2009 Nomor a6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049},

14_Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575),

15 Peraluran Pemeriltah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyslenggaraan Pemerintah
Daerah ;

17. Peraturan  Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 fentang Jalan
{Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 4655),

14 Peraturan Pemernntah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
{Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4858),

19. Peraturan Pemeriniah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Megara Tahur 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

20. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun
2007,

21, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 1988
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemenntah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupsaten Bojonegoro
Tahun 1988 Nomor 2 Ser C),

22 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tala Kerja Dinas Kabupalen Bojonegore
{Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003 Nomor 5,



273, Peraturan Daerah Kabupaters Bojonegoro Nomor 8 Tahun 200
tenlang Organisasi Dan  Tata Kena Inspekiorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor G ),

24 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tela Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2008 Nomor 8) |

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
Dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN .

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG

PAJAK DAERAH

BAB I »
KETENTUAN UMUM :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

5.

o

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
Pemerntah Daerah adalah Pemeriniah Kabupaten Bojonegoro,
Hepala Daecah adalah Bupati,

Pajak Daerah, yang selanjulnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang lertuang oleh orang pribadi alau badan yang bersifal memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperiuan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat,

Hadan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan kesaluan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melipuli
perserpan lerbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperas,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ofganisasi massa, organisasi
politik, atau organisasi lainnya, lembaga bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investor koleklif dan bentuk usaha letap,

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel,

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/penstirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, fosmen, gubuk
pariwisala, wisma pariwisala, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya,
serla rumah kos dengan jumiah kamar lebih dan 10 {sepuluh).

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
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Resloran adalah fasilitas penyadia makanan danfalau minuman dengan dipungul
hayaran_ yang mencakup juga sumah makan, kafetara, kantin, warung, bar dan
sejenisnya lermasuk jasa bogalkatering,

Pajak hiburan adalah pajak alas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, perfunjukkan, permaman, dar'nfatau keramaian
yang dinikmati dengan dipungui hayaran

Pajak Reklame adalah pajak alas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang unfuk fujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau unluk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang
ntau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati olel
umum.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak alas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegialan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Baluan adalah mineral buksn logam dan baluan
sebagaimana dimaksud di dalam peraluran perundang-undangan di bidang mineral
dan batubara

Pajak Sarang Burung Walel adalah pajak alas kegialan pengambilan dan/alau
pengusahaan sarang burung walel..

Burung Walel adalah satwa yang lermasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchhap
haga, collocalia maxina, collocalia esculanta. dan collocalia linchi..

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dar/atau pemaniaatan air tanah

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batvan dibawah
permukaan lanah

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi lanah dan peraisan pedalaman serta
taut wilayah Kabupaten/Kota '

Bangunan adalah konstruksi yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/alau perairan pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjulnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana lidak
terdapat transaksi jual beli. NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak alas perolehan hak atas
tanah danfatau bangunan.

Perclehan hak stas tansh dan/stau bangunsn adalah perbuatan atau peristiwa

hokum yang mengakibatkan diperolehnya hak atss tanah dar/atau bangunan ocieh
orang pribadi atau Badan.

Hak alas tansh danfalau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pongelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atav Badan yang dapat dikenakan pajak
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_ Waijib Pajak adalah orang pribadi alau Badan, meliputi membayar pajak. pemotong

pajak, dan pamungut pajak, yang mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Masa Pajak adalah jangka waklu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waklu lain
yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
pajak yang lerulang.

Tahun Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecual: bila
Waijib Pajak inenggunakan lahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saal, dalam Masa

Pajak, dalam Tahun Pajak. atau dalam Bagian Tahun Fpjak sesuai dengan
kelentuan peraluran perundang-undangan perpajakan daerah ,

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek
dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau relribusi kepada Wajib Pajak alau
Waijib Retribusi serta pengawasan penyetorannya

 Syral Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjuinya disingkat SP1PD adalah sural

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/alau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan kelenluan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkal SPOP, adalah surat
yang digunakan oleh Waijib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan keteniuan peraluran
perundang-undangan perpajakan daerah. .

Sural Setoran Pajak Daerah, yang selanjuinya disingkal SSPD, adalah bukti
pembayaran alau penyetoran pajak yang lelah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempal
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

Surat Ketelspan Pajak Daerah, yang selanjutnya disigkat SKPD, adalah surat
keterangan pajak yang menentukan besamya jumiah pokok pajak yang lenitang.

Sural Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjulnya disingkat SPPT, adalah
surat yang digunakan untuk mermberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kuwang Bayar, yang selanjulnya disingkat SKPDKB,
adalah sural ketelapan pajak yang menertukan besamya jumial, pokok pajak,
jumlah kredil pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Sural Ketelapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjulnya disingkal
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang marentukan tambahan atas jumiah
pajak yang teiah diletapkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkal SKP DN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama basarnya dengan
jumiah kredit pajak atau pajak tidak lerutang dan lidak ada kredit pajak

Sural Ketetapain Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjulnya disingkal SKPDLDE,
adalah surat kelelapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dan pada pajak yang lerutang alau
seharusnya tidak terutang

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkal STPD, adalah sural uniuk
melakukan tagihan pajak danfatau sanksi administrative berupa bunga danfatau
denda.
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Surat Kepulusan Pembelulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesaiahan
tulis, kesalahan hitung, danfatau keksliuan dalam panedapan ketantuan tertantu
dalam peraluran perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
aural Pemberitahuan Pajak Terutang. Sural Ketetapan Pajak Daerah, Sural
Ketelapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Oaerah
Nihil. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayur. Surat Tagihan Pajak Daerah,
Sural Kepulusan Pembetulan atau Surat Keputisan Keberalan

_ Sural Keputusan Keberalan adalah surat keputusan alas keberatan lerhadap Sural

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Kelelapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keletapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah MNihil, Surat Ketelapan Pajak Daerah
| abih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak kaliga yana
diajukan oleh Waii Pajak.

 Putusan Banding adalah puluzan badan peradian pajak atas banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan olet Wajib Pajak.

Pembukusn adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang dilutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB Il
JENIS PAJAK

Pasal 2

Pajak Daerah lerdin dan 11 jenis dengan nama

H

@ =g pno

[
5 . =1

Pajak Holel

Fajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Sarang burung walet

Pajak air tanah

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan
Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan

BAB Il
PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 3

Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
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Pasal 4

Setiap Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa

penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberkan kemudahan dan

kenyamanan, lermasuk fasilitas ofali raga dan hiburan dipungut pajak dengan

nama pajak hotel. »

Objek Pajak Holel adalah pelayanan yang disediakah oieh Hotel dengan

pembayaran, lermasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Holel yang sifatnya

memberikan kemudahan dan kenyamanan, lermasuk fasilitas olahraga dan

hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasililas elepon,

facsimile, teleks, infernet, foto copy, pelayanan cudi, seirka, transportasi, dan

fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Termasuk dalam obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah:

Hotel, :

Motel,

Losmern;

Wiema Pariwisala,

Pesanggrahan,

Rumah penginapan;

Kegiatan usaha lainnya yang sejenis. -

idak termasuk objek Pajak Holel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah .

~ Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah,

Pemerintah Provinsi atau Pemenintah Daerah;

Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya..

Jasa tempat tinggal di pusal pendidikan atau kegiatan keagamaan,

Jasa tempat tinggal di rumah sakil, asrama perawat, panti jompo, pant asuban

dan paiiti sosial lainnya yang sejenis, dan

e Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisala yang diselenggarakan oleh Holel
yang dapal dimanfaalkan oleh umum.
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Pasal 5
Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi alau Badan yang melakukan pembayarzn

kepada orang pribadi alau Badan yang mengusahakan Holel.
Waijib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarf, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumiah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada Hotel,

Pasal 7

Tanf pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuiuh persenj

Pasal 8

Besaran pokok pajak hotel yang ferutang dihitung dengan cara mengalikan tanf
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.



Pasal 8
Masa Pajak Hotel adalah jangka wakiu yang lamanya 1 {satu) bulai kalender
Pasal 10

Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak tenadi pada saal pembayaran kepada hotel
atau saal diterbitkan SPTPL.

BAB IV
PAJAK RESTORAN

Bagian Kesalu
Nama, Obyek dan Subyer Hajak

Pasal 11

Dengan nama Pajak Restoran dipungut atas sefiap pelayanan yang disadiakan dengan
pembayaran di Restoran.

Pasal 12

(1) Objek Pajak Resloran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

{?) Pelayanan yang disediakan Resloran sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atay minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi di lempal pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Resloran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan yang nilai omzel penjualannya tidak melebihi Hp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap bulan,

Pasal 13

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi alau Badan yang membeli makanan
danfatau minuman dari Resloran.

{Z) Waijib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Restoran.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 14

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilerima alau yanyg
seharunya diterima resloran.

Pasal 15
Taril pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
Pasal 16
Basaran pokok pajak Restoran yang lerulang dihitumg dengan cara mengalikan tarifl

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15.



Pasal 17

Masa Pajak Restoran adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender

Pasal 18

Pajak Resloran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saal pembayaran kepada
Restoran atau saal diterbitkan SPTPD.

BAB V
PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 19

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hipuran.

(n
(2)

(3)

()
(2)

(1)

Pasal 20

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut
bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Tontonan film;

Pagelaran kesenian, musik, tan, danfalau busana,

Konles kecanlikan, binaraga, dan sejenisnya,

Pameran,

Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejerisnya,

Sirkus, Akrobal, dan sulap

Permainan bilyard, golf dan boling

Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketanghkasan

Panti pijat, refleksi, mand: uap/spa, dan pusal kebugaran (fitness center)
Pertandingan olahraga

Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah
hiburan yang tidak dipungut bayaran, unfuk kegiatan amal dan hiburan yang
dilaksanakan oleh Pemeriniah, Pemerintah Provingsi dan Pemaearintah Daerah,

e Ll -

Pasal 21
Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi alau Badan yang menikmal Hiburan.

Waijib Pajak Hiburan adalah orang pribadi alau Badan yang menyealenggarakan
Hiburan.

Bagian l{edua
Dasar Pengenaan, Tanf, dan Cara Penghiungan Fajak
Pasal 22

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan
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(21 Jumlah uvang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
termasuk potongan harga dan liket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima
jasa Hiburan

Pasal 23

Tanf Pajak Hiburan ditetapkan .

a.  Tontonan film 15% (lima belas persen)

b Pagelaran kesenian , musik, tari, dan/atau busana,

1. Pagelaran Kesenian Tradisional 5% (lima persen)

2. Pagelaran Kesenian Modemn 10% (sepuluh persen)

3. Musik 10% (sepuluh persen)

4. Busena 10% (sepuluh persen)

Kontes kecanlikan, binaraga 10% (sepuluh persoen)

Pameran; 30% (liga puluh persen)

Diskolik, karaoke, klab malam G0% (enam puluh persen)

Sirkus, Akrobat, dan sulap 10% {sepulub persen)

Permainan bilyard, goif dan boling 10% (sepulub perseny

Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan kelangkasan 10% (sepulub

persen)

i Panli pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusal kebugaran (filness center) 10%
{sepuluh persen)

i Pertandingan olahraga 15% (lima belas persen)

I -

Pasal 24
Besaran pokok pajak Hiburan yang lterutang dihitumg dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23,
Pasal 25
Masa Pajak Hiburan adalah jangka waklu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
Pasal 26

Pajak Hiburan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada
Hiburan atau saat diterbitkan SPTPD

BAB VI
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu E
Mama, Obyek dan Subyek Pajak |

Pasal 27
Dengan nama Pajak Reklame dipurgul pajak atas penyelenggaraan reklame.
Fasal 28
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklam=

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1), melipuli
a.  Reklame papan/biltboard/ivideotronimegalion dan sejenisnya,



(3)

(1
(2)
{3
(4)

(1)
()

(3)

(4}
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Reklame suara,

Reklame film /slide, dan

_ Reklame peragaan

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah .

a  Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warla harian, warta
mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

b Labelimerk produk yang melekst pada barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi unluk membedakan dari produk sejenis lainnya,

~ Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
tempal usaha alau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi lersebul,

d.  Reklame yang diselenggarakan oleh Pemeriniah, Pemenntah Provinsi dan
Pemarintah Daerah,

e Reklame yang diselenggarakan unluk kegialan Pariai Politik dan Keagamaan

yang lidak melibatkan Sponsor.

b, Reklame kain,

¢ Reklame melekat, strikar;

d  Reklame seiebaran,

e Reklame beralan, termasuk pada kendaraan
I Reklame udara;

g Reklame apung,

h

i

|

L]

Pagal 29

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi alau Badan yang menggunakan
Reklamea.

Waijib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
reklame.

Dalem hal reklame diselenggarakan sendin secara langsung oleh orang pribadi
alau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi alau badan lersebut.
Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak kefiga, pihak ketiga tersebut
menjadi wajib pajak reklame,

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghilungan Pajak

Pasal 30

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilal Sewa Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dielapkan berdasarkan nilai kontrak
Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendin, Nilai Sewa Heklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan fakior jenis, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, wakiu jangka wakiu penyelenggaraan, jurmniah dan
ukuran media Reklame.

Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tidak diketahui
danfatau dianggap ftidak wajar, nilai sewa reklame ditelapkan dengan
mienggunakan fekioi-faklor sebayaimaria dimaksud pada ayal {3}.

Pasal 21

Tanif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).



Pasal 32

Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dililung dengan cara mengalikan tanf
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

(1) Tahun pajak reklame permanen adalah 1 (satu) tahun kalender.
(2) Masa pajak reklame insidentil ditetapkan berdasarkan jangka wakiu lamanya.

Pasal 34

Pajak Reklame yang terutang dalam masa pajak lerjadi pada saal penyelenggaraan
Reklame atau saat diterbitkan SKPD

BAB VI
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu
Nama, Ohyek dan Subyek Pajak

Pasal 35
Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungul pajak atas penggunaan tenaga listrik.
Pasal 36

{1} Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi
seluruh pembangkit listrik
(3) Dikecualikan dar objek Pajak Penerangan .Jalan sebagaimana dimaksud pada
aysl (1) adalah
a  Penggunaan tenaga listnk oleh instansi Pemarintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah ,
b. Penggunaan lenaga listik yang dihasilkan sendiri dan digunakan urniuk
kepentingan sendiri dengan kapasitas maksimal 800 Kva,

Pasal 37

]
{1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atas Badan yang dapal
menggunakan tenaga listrik.
{2} Waijib Pajak Penemangan Jalan adalsh orang prbadi atau Badan  yang
menggunakan lenaga lislrk.
(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan
Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
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Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Panghitungan Pajak

Pasal 38
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
{(?) Nilai Jual Tenaga Listrk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

s Dalam hel tenaga listik berasal dari suimber g dengan pembayaran, nial
jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan Liaya bebanftetap dilambah dengan
biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik

b,  Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrk dihilung
berdasarkan kapasilas lersedia, lingkal penggunaan listrik, jangka wakiu
pemakaian hstik, dan harga satuan listrik, yang berlaku o Kabupaten
Bojonegoro

Pasal 39

(1) Panggunaan Tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak
bumi dan gas alam ditelapkan sebesar % (liga persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dan sumber selain yang diatur pada ayat (1) tanf Pajak
Penerangan Jalan ditelapkan sebesar 10% (sepuluh persan).

(3)  Penggunaan tenaga listik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5% (satu koma
lima persen).

Pasal 40

Hasil penerimaan Pajak Penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan umum

Pasal 41
Besaran pokok pajak Penerangan Jalan yang lerutang dihitumg dengan cara mengalikan
tarf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak
sohagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 42

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waklu yang ia:n%mya 1 (satu) bulan
kalender

Pasal 43

Pajak Penerangan Jalan yang lerutang dalam masd pajak terjadi pada saal pembayaran
kepada Penggunaan Tenaga Listrik atau saat diterbitkan SPTPD

BAB Viil
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 44

Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas
pengambilan mineral bukan logam dan batuan.



(1)

(2)

(1)
{2

. -

Pasal 45

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melipuli .
Asbes
Batu tulis;
Batu setengah permala,
Batu kapur,
Batu apung,
Balu permata,
Bentonit;
Dolomit,
Feldspar,
Garam batu (halile),
Grafit;
Granil/andesit,
Gips,
Kalsit;
Kaolin;
Leusil,
Magnesil;
Mika,
Marmear;
Milrat;
Opsidien,
Oker,
Pasir dan Kerikil,
Pasir Kuarsa
Perlit
Phospat;
. Talk;
. Tanah serap (fulfers earth), ;
. Tanah diatome;
. Tanah liat
Tawas (alum),
Tras;
. Yarosil,
. Zeolil,
4. Basal dan
ii.  Trakkit .
Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan sabagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah
a  Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Baluan yang nyata-nyata
lidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegialan pengambilan tanah
untuk keperluan rumah tangga, pemancangan liang ligtrikftelepon, penanaman
kabel listrikfielepon, penanaman pipa airfgas;
b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan
ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara
komersial,

gg:g&gggﬂﬂx;rﬂ:f'm"@'.cpﬂa“.r“":ﬂ“ﬂ'?-ﬂ!ﬂ'ﬂ

Pasal 46

Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan
yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Waijib Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan adaiah orang pribadi alau Badan
yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
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Bagian Kedua
Dasar Pangenaan, Tarif, dan Cara Panghitungan Pajak

Pasal 47

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

(2} WNiai Jusl sebsgsimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengaiikan
volumellonase hasil pengambilan dengan nilai apsar alau harga slandar masing-
masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

{3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah harga rala-ala yang
berlaku di wilayah Kabupalen Bojonegoro.

{4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produks: Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada ayal (3} sulit diperoleh, digunakan harga slandar
yang ditelapkan oleh Bagian Sumber Daya Alam Sekrelarial Daerah Kabupalen
Bojonegor,

Pasal 48

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diletapkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen)

Pasal 49
ssaran pokok pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan yang lerulang dihilumg dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pangenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
Pasal 50

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan adalah jangka r.-a:ktu yang lamanya 1
(satu) bulan kalender.

Pasal 51

Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan yang lerulang dalam masa pajak lenadi pada
saat Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau saat diterbitkan SPTPD.

*

BAB IX
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 52

(engan nama pajak sarang burung wallet dipungul pajek atas kegiatan pengambilan
danfatau pengusahaan sarang burung wallet.

Pasal 53

Objek Pajak Sarang Burung Walel adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang
Burung Walel.
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Fasal Hid

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet,

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paszal 55

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walel adalah Nilai Jual Sarang Burung
Walel. :

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian anlara harga pasaran umum sarang burung waliet yang
barlaku di dasrah yang bersangkutan dengan volume sarang burung waflet.

Pasal 56
Tanf Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 57
(1} Besaran pokok pajak Sarang Burung Walel yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan larif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

(2) Pajak Sarang Burung Walel yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten
Bojunegoro

Pasal 58

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waklu yang lamanya 3 (tiga) brulan
kalender

Pasal 59

Pajak Sarang Durung Walet yang terulang dalam masa pajak lerjcd: pada saal
Pengambilan danfatau pengusahaan Sarang Burung Walet alau saal diterbitkan SPTPD

BAB X
PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajar

Pasal 60

Dengan nama pajak air tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air lanah.



(1)
(2)

(1)

i<

(1)
2)

(3)
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Pasal 61

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemaniaatan Air Tanah

Dikecualikan dan objek Pajak Air Tanah adalah: i

a  Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta penbadatan;

b. Pengambilan dan/atau pemanfaalan Air Tanah yang dilakukan oleh
Pemerinlah, Pemerintah Provinsi dan Pemerinlah Daerah.

Pasal 62

Subjel Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan danfatau pemanfaatan Air Tanah
Wajib Pajak Air Tensh adalah oraing piibadi atau Badan yang melakukan
pengambilan danfalau pemanfaatan Air Tanah

Bagian Kedua
Dasar Pangenaan, Tanf, dan Cara Penghitungan Paiak

Pasal 63

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam
rupiah yang dilifung dengan mempertimbangran sebagisn atau seluruh faklor-
faklor berikul

Jenis sumber air

Lokasi sumber air

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaalan air

Volume air yang diambil danfatau dimanfaatkan

Kualitas air, dan

Tingkal kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/alau
pemanfaatan air,

Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

~ea0ow

Pasal 64

Tanf Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 65

Besaran pokok pajak air lanzh yang terulang dihitumg dengan cara mengalikan tam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63,

Fasal 6o

Masa Pajak Air Tanah adalah jangka wakiu yang karmanya 1 {satu) bulan kalender.

Pasal 67

Pajak Air Taneh yang lerutang dalam masa pajak sl pada saal pembayaian kepada
Pengambilan air tanah alau saal diterbilkan SPTPD.
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BAB X|
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 68

Dengan nama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkolaan dipungut pajak alas
bumi danfatau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan orang pribadi
atau badan

m

(€}

(3

4

(1

(£}

Pasal 69 <

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan adalsh Bumi danfatau

Bangunan yang dimiliki, dikuasai, danfatau dimanfaatkan oleh orung pribadi alau

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

perhutanan, dan partambangan.

Termasuk datam pengerlian Bangunan adalah

a. Jalan lingkungan yang lerlelak dalam salu kompleks bangunan seperl holel,

pabrik, dan emplacemennya, yang merupakan sualu kesatuan dengan

kompleks Bangunan lersabul; k

Jalan tol

Kolam renang,;

Pagar mewah

Taman mewah

Tempat olahraga;

Galangan kapal, dermaga,

Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan

i Menarsa,

Objek Pajak yang fidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah objek pajak yang

a. Digunakan oleh Pemeriniah, Pemerinlah Provinsi dan Pemerintah Daerah
untuk penyelenggaraan pemerintahan,

b Uigunskan semata-mala untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah,
sosial, kesehalan, pendidikan dan  kebudayaan nasional, yang lidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,

¢ Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan
it

d  Morupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, laman nasicnal,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang
belum dibaebani suatu hak.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.

10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak

So ~paog

Pasal 70 ¥

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang prbad
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi danfatau
memperoleh manfaal alas Bumi, danfatau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan

Wajib Pajak Buimv dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan adaiah omang pnbadi
alau Badan yang secara nyala mempunyai sualu hak atas Bumi dan/alau
memperoleh manfaal atas Dumi, danfalau  memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfazat atas Bangunan 5
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Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarnf, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 71

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkolaan adalah NJOF.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (liga)
tahun, kecuali untuk objek pnjak tertentu danat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayahnya.

(3) Penetapan besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
melalui Peraturan Bupali

Pasal 72

Taril Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran ditetapkan sebesar 0,3%
(nof koma tiga persen)

Pasal 73

(1) Masa Pajak dimulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada lahun
berkenaan

(2)  Saat yang menentukan pajak yang terulang adalah menurut keadaan objek pajak
pada tanggal 1 Januari.

Pasal 74

{1) Pendalaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayal {1) harus diisi dengan jelas, benar, aan
lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang
wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah tanggal diteimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 75

(1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT
(2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2} fidak disampaikan dan
setelah Waijib Pajak ditegur secars tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana
ditentukan daiam Sural Teguran, v

b, Berdasarkan hasil pemeriksaan atau kelerangan lain lemyala jumiah pajak
yang lerutang lebih besar dan jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP
yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 76
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan yang lerutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimna dimaksud dalam Pasal 71. 3



(1)

(2)
{3
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(2)

(3)
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(3)

a)
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BAB Xil
PENETAPAN

Pasal 77

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasakan penetapan
Kepala Daerah dibayar dengan menggurakan SKPD atau dokuemen lain yang
dipeisamakai.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berupa
karcis dan nota perhitungan

Junis pajak yang dipungul berdasarkan Penelapan Kepala Daarah sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) terdiri dari ©

a.  Pajak Reklame,

b Pajak Air Tanah

Pasal 78

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan  sendin dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan Jatau SKPDKBT.

Waijib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendin dibayar dengan
menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampin dengan laporan
penjualan, bill berporporasi atau dokumen lain yang disamakan sebagai bukli
penjualan

Jenis pajak yang dibayar sendin oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdini dari :

a  Pajak Hotel,

b. Pajak Restoran,

. Pajak Penerangan Jalan,

o Pajak Parkir;

2. Pajak Sarang Burung Wailel

BAB X
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 79

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Sefiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang lerutanq’berdasarkan sural
kelelapan pajak alau dibayer sendiri oleh Waijib Pajak berdasarkan peisiuian
perundang-undangan perpajakan.

Waijib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala
Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain  vang
dipersamakan

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} berupa
karcis dan nola perhitungan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendin dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, danfatau SKPDKBT.



{1

@)

(3)

(4)
(5)

n

(2)

(1)

(2)

- 21 - .

Pasal B0

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupal alau
pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
a  SKPDKB dalam hal :
1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan [ain, pajak yang
terulang lidak atau kurang dibayar, J
2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka
waklu terlentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waklunya sebagaimana ditentukan dalam sural teguran,
3) Jika kewajiban mengisi SPTPD lidak dipenuhi, pajak yang terulang
dihitung secara jabatan.
b, SKDKBT jika ditemukan data baru dun/ateu data yang semula belum
lerungkap yang menyebabkan penambabhan jumlah pajak yang lerulang.
¢ SKPDN jika jumlah pajak yang terulang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak alau pajak lidak lerutang dan tidak ada kredil pajak.
Jumiah kekurangan pajak yang lerutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi adminstralive
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
alau terlambat dibayar untuk jangka waklu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) huruf b dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebasar
100% (seratus persen) dari jumiah kekurangan pajak tersebul
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
Jumilah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
huruf a angka 3) dikenakan sanksi adminisiralive berupa kenaikan sebesar 25%
{dua puluh lima persen) dar pokok pajak ditambah sanksi administrative berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dililung dari pajak yany kurang atau
terlambat dibayar unluk jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat} bulan
dihitung sejak saatr terutangnya pajak

Pasal &1

Tata cara peoerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan
ayat (5) diatur dengan Kepulusan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPUKB, dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayal (3) dan ayal (5) dialur dengan Kepulusan Bupali

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 82

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika .

a Pajak datam tahun berjalan tdak atau kurang dibayar,

b, Daii hasit penelitian SPTD terdepal kekursngan pembayaran sebagai akibal
salah lulis dandalau salah hitung,

c. Waijib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terulang dalam STPD sabagaimana dimaksud

pada ayal (1) huruf a dan hurul b ditambah dengan sanksi administrative berupa

bunga sebesar 2% {dua persen) sefiap bulan untuk paling lama 15 (ima belas)

bulan sejak saal ferulangnya pajak
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SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah ;atuh tempo pembayaran dikenakan
Sanksi administrative barupa bunga sabasar 2% (dua persen) sabulan dan ditagih
metalui STPD

Kefentuan lebih lanjut mengenai, isi dan Tata Cara Penyampaian STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah

Pasal 83

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Sural Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh Waijib Pajak dan waktunya dapat ditagih dengan
Surat Paksa

Penagihan pajak dengan Suratl Paksa dilaksanakan berdasarkan peraluran
perundang-undangan

Bagian Keempal
Koboratan dan Banding

Pasal 84

Waijib pajak dapal mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atas suatiu

SPPT,

SKPD

SKPDKB

SKPDEDBT

SKPDLB

SKPDN; dan

Pemolongan atau pemungutan oleh pihak Keliga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, y

Keberalan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (liga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemolongan alau pemungutan gebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kecuali jika Waijib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikil
sejumiah yang telah disetujui Wapb Pajak . i

keberatan yang lidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Sural Keberalan
sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penenmaan sural keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atau landa pengiriman sural keberatan melalu sural pos
tercalat sebags: landa bukti penenmaan sural kebaraiai.

empaoTH

Pacsal 85

Bupali dalain jangka wakiu paling lama 12 (dua belas; bulan, sejak tanggal Sural
Keberatan diterima, harus memberi kepulusan atas keberatan yang diajukan.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, alau menambah besarya pajak yang terulang.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi sualu keputusan, keberatan yang diajukan lersebul dianggap
dikabulkan
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Pasal 86

Waiib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberalannya yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah,

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka wakiu 3
{liga) bulan sejek kepulusan ditenma, dilampiri salinan dan sural keputusan
kaberalan lersebul

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban mambayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sajak langgal panerbitan Putusan Banding,

Paeal B7

Jika pengajuan keberatan atai permohonan banding dikabulkan sebagian alau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan unluk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

imbalan bungs sebagaimana dimaxsud pada ayasl (1) dihilung sejak  bulan
pelunasan sampai dengan dilerbitkannya SKPDLB

Dalam hal keberatan Waijib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Waijib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dan
jurnlah pajak berdasarkan kepulusan keberalan dikurang dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding! sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimaia dimaksud pada ayal
{3} tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Waijib Pajak
dikenai sanksi adminisiralive berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Pulusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan permohonan.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Keletapan dan Penghapusan dan
Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 88

Alas permiohonan Wajib Pajak alau karena jabatannys, Kepala Daerah dapat
membelulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, alau STPD, SKPDN alau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung danfatau kekeliruan penerapan kelenluan tertentu  dalam  peraluran
perundang- undangan perpajakan daerah

Bupat dapat -

A, Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrative berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terulang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi lersebul dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

b Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar,

¢ Mengurangkan atau membatalkan STPD,

d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketelapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan lala cara yang ditentukan; dan

e Mengurangkan ketelapan pajak terulang berdasarkan perbmbangan
kemampuan membayar Waijib Pajak atau kondisi ferlentu objek paiak.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administrative dan pengurangan atau pambatalan kaetatapan pajok ssbagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

BADB XIV
TATA CARA FEMBAYARAN

Pasal 89

Pembayaran retribusi celak peta dilakukan di Rekening Kas Daerah Kabupaten
Bojonegoro alau tempal lain yang ditunjuk oleh Bupati,

Pembayaran sebageimans dimaksud pada ayal (1) dilakukan secara tunai lunas.
Apabila pembayaran dilakukan di tempal lain yang dilunjuk, hasi penerimaan
relribusi oleh petugas harus disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten
Bojonegoro paling lambat 1 x 24 (salu kali dua puluh empal) jam alau dalam waklu
yang ditentukan oleh Bupali.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 90

Sural Teguran atau Sural Peringatan atau Sural Lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waklu 7 (tujuh) hari sejak langgal Sural Teguran atau Sural
Peringatan atau Surat Lain yang sejenis disampaskan kepada Wajib Relnbus:,
Waijib Retribusi harus melunasi retribusi yang tenudang.

Surat Teguran atau Surat Peringatan alau Surat Lain yang 3ejenis sebagaimana
pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupali atau Pejabal yang ditur;juk.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 91
Bupali dapal memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan relribusi.
Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
Tala cara pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi diletapkan oleh
Bunat

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 92
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa apabila lelah melampau

jangka wakiu 3 (liga) tahun terhitung sejak saal terhutangnya relribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.



i e

(?) Kadaluwarsa penagihan relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) & alas
tartangguh apabila: '
a  Diletapkan Surat Teguran, atau
b Ada pengakuan hutang reiribusi dari Wayb Retrbusi baik langsung maupun
tidak langsung
{(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapal dihapuskan.

BAB XVl
PENGAWASAN

Pasal 93

Bupati menunjuk  pejabal - unltuk melakukan  pengawasan  lerhadap  pelaksanaan
Peraturan Daerah ini

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 94

(1) Panyidik Pegawai Negeri Sipil Dasrah berwenang untuk melaksanakan penyidikan
tindak pidana pelanggaran Peraluran Daedah ini
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dalam melaksanakan tugas

MEMPLINY A wewenang |

a  Menerima, mencar, mengumpulkan dan meneliti kelerangan atau laporan
kerkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b, Meneliti, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang pribadi atau
Badan tenlang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak perpajakan Daerah; ,

¢ Meminta keterangan dan bahan bukli dar orang pribadi alau Badan
sehubungan dengan tindak pidana dibideng perpajakar LJaerah,

d. Memeriksa buku, calalan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
dibidang perpajakan Daerah,

e. Melakukan penggledahan unluk mendapatkan bahan bukli pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serla melakukan penyilaan lerhadap bahan
bukt tersedbut;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan lugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah,

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan tuangan atau termpal
pada saal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
alau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

h. Memoiret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Relribusi
Daerah; '

i, Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai lersangka
saksi; '

). Menghentikan penyidikan;

.  Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntul

umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tatun 1831 tentang MHukum Acaia Pidena.
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BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

(1) Waijib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau lidak lengkap aleu inelampirkan kelerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daersh dipidana dengan pidanan kurungan
paling tama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kah jumlab Pajak
terutang yang lidak atau kurang dibayar.

{(2) Waijib Pajak - yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD aiau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang lidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidanan kurungan
pating lama 2 (dua) tahun aleu denda paling banysk 4 {empat) kali jumlah Pajak
lerulang yang lidak atau kurang dibayar.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saal Peraturan Daerah ini berlaky, pajak yang masih terutang berdasarkan
Peraluran Daerah yang ielah ada masih dapal dilagih selama jangka waklu 5 (lima)
tahun terhitung sejak saal lendang

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaky, Peraluran Daerah dibidang Pajak Daerah
dicabut dan dinyatakan lidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januan 2011

Agar sefiap orang mengetahuinya, memernniahkan pengundangan Peraturan Daerab im
dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonagoro.

Ditetapkan di Bojonegord
pada langgal 5 Nopember 2010
BUPAT! BOJONEGORO,
.
HSUYOTO

Dwndangkan o Bojonegoro

pads langgal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Hd.
Drs. SOEHADI MOELJONC, MM
Pembina Uama Muda
NIP 19800131 198602 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 15.

Saliman sesuai dengan ashnya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

MIF. 19600131 198603 1 008
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG
PAJAK DAERAH

UMUM -

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
{eniang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Fajak
Daerah dan diganti dengan Undang-undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Fajak
Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas,
nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunarn
Daerah yang berasal dari Pendapatan Ash Daerah (PAD) khususnya yang
bersumber dari Pajak Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada
masyarakal perlu ditingkatkan.

Untuk  meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi  daerah,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan perluasan
Kewenangan perpajakan dengan memperiuas basis pajak Daerah dan memberikan
kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. berkaitan dengan pemberian
kewenangan dalam penetapan tanf, daerah diberi kewenangan menetapkan tani
pajak dalam batas maksimum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004,
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Ayat (2)

Huruf &
Rekiame papan adalah reklame yang dipasang atau digantungkan
pada suatu alat alau benda lain seperli lembok, kayu, batu, dst yang
lebar dan fipis.
Hurul b
Reklame kain adalah reklame yang berbentuk bendera, lenda, krey,
umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.
Humf ¢
Reklame sliker adalah reklame yang dilekatkan pada sualu tempal
tertentu.
Huruf d
Cukup jelas
Hurul e
Cukup jelas
Huru f
Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara
dengan menggunakan laser, cahaya, gas {(mengudara dengan
bahan gas atau balon), pesawat udara atau alat lain yang sejanis
Hurud g
Cukup jelas
Hurul h
Cukup jelas
Hurui 1
Cukup jelas
Huruf §
Cukup jelas 3
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Cukup jelas

Pagal 30
Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas



Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat ? .
Sesuai pasal 50 ayal (3) Peraturan Pﬂnmmi-d_i Halmur 43 Tal'\un_'zl?ﬂﬂ
lentang Air Tanah pemenuhan kebutuhan sehari hari mwpakan prioritas
ulama atas pemenfaatan air, dan Pemerintah, Pemerintah provinsi dan
Pemerintah Daerah  menjalankan lugas unluk kepenlingan umum
(pelayanan masyarakal)
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
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Pasal 64
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Pasal 66 ¥
Cukup jelas ‘
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal G9
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas '
FPasal 71
Cukup jelas
Pazal 72
Cukup jclas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Fasal 75
Cubkup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cubkup jelas
Pasal 82 .
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
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FPasal 84
Cukup jalas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
FPasal 80
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pagal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas



